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BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI OGAN ILIR,

: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11%Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2024 {éntang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan
Ilir Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatamgdan ‘Belanja Daerah Kabupaten Ogan
Ilir Tahun Anggaran 2023;

: 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. UndangsUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lemibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Neomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indofiesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Kemering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten
Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

—
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 20gTahumn, 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Pehyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran %Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomer 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia NOmo#4090);

Peraturan Pemerintah omor 6§ Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambaham.)Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemefintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahunf2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republikiindofiesia Nomor 4139);

{Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272); /f +
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057). Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Wegara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, WTamBahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomer 3%, Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Dderah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah, Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan“Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonésia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

. Peraturan, Mefiteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Peregncanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
NegarasRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor
13);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2023 Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024

Nomor);
/v




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2023.
Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 135.740.041.938,74

b. Pendapatan Transfer Rp. 1.543.296.141.199,40

c. Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang sah Rp. 900.000.000,00

Jumlah Pendapatan Rp. 1.679.936.183.138,14

2. Belanja

m a. Belanja Pegawai Rp. .547.537.983,83
b. Belanja Barang dan Jas p. 498.706.164.346,00

c. Belanja Bunga 0,00

d. Belanja Subsidi p- 2.397.000.000,00

€. Belanja Hibah p- 61.494.727.081,00

f. Belanja Bantu Rp. 0,00

g. Belanja Bagi Rp. 0,00

h. Belanja Transfer Rp. 277.756.670.900,00

i. Belanja Ti Terduga Rp. 0,00

J. Belanja Mod Rp. 465.824.217.347,00

Jumlah Belanja danTransfer Rp. 1.847.726.317.657,83

Vlus/(Deﬁsit) Rp. (167.790.134.519,69)

3 iayaan:

imaan Rp. 219.020.411.855,19
M engeluaran Rp. 1.000.000.000,00

- Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 218.020.411.855,19
d. Sisa lebih pembiayaan anggaran
Tahun berkenaan Rp. 50.230.277.335,50

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada Lampiran 1
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut kedalam
penjabaran realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada Lampiran I
Peraturan Bupati ini.
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Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal\2 Auss 2024
BUPATI A

dto.

P. A WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indr

pada tanggal \1 Ayt 024
SEKRETARIS DAE
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.
M
ERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024
NOMOR 322

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,




